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Abstract. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the management
of Village Funds in Susukan Village, Susukan District, Semarang Regency. Using a qualitative approach with a
case study design, this research explores not only the formal and procedural aspects but also the substantive
dimensions of transparency and accountability. Data were collected through in-depth interviews, participatory
observations, document analysis, and focus group discussions, and were analyzed using a thematic analysis
approach. The results reveal that the implementation of transparency and accountability still faces various
challenges despite the existence of a comprehensive regulatory framework. Information accessibility and
compliance with regulations are relatively adequate; however, the timeliness of publication, diversity of
publication media, responsiveness to community feedback, and effectiveness of oversight remain suboptimal.
Factors influencing the implementation include the regulatory framework, the capacity of village officials,
community budget literacy, information technology infrastructure, and local political dynamics. Community
participation in oversight is also low due to limited understanding and the absence of effective participation
mechanisms. To improve transparency and accountability, a comprehensive strategy is required, encompassing
regulatory refinement, institutional capacity building, the utilization of information technology, and the
strengthening of community participation. This study makes a significant contribution to the literature on village
governance by integrating multiple dimensions and exploring contextual factors.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi tidak hanya aspek formal dan prosedural, tetapi
juga aspek substansial dari transparansi dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, analisis dokumen, dan focus group discussion, kemudian dianalisis menggunakan
pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas
masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif. Aksesibilitas
informasi dan kepatuhan terhadap regulasi sudah cukup baik, namun ketepatan waktu publikasi, variasi media
publikasi, responsivitas terhadap feedback masyarakat, dan efektivitas pengawasan masih kurang optimal. Faktor-
faktor yang mempengaruhi implementasi mencakup kerangka regulasi, kapasitas aparatur desa, literasi anggaran
masyarakat, infrastruktur teknologi informasi, dan dinamika politik lokal. Partisipasi masyarakat dalam
pengawasan juga masih rendah karena minimnya pemahaman dan kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup
penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan
partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tata kelola
pemerintahan desa dengan mengintegrasikan berbagai dimensi dan mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual.

Kata kunci: Transparency, Accountability, Village Funds, Community Participation, Village Governance.
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1. LATAR BELAKANG

Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa
sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini
memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pembangunan dan
keuangannya sendiri, termasuk Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Dana Desa menjadi instrumen penting untuk mempercepat
pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perdesaan (Lewis, 2015). Namun, peningkatan alokasi anggaran ini juga menimbulkan
tantangan baru terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Secara konseptual, transparansi merujuk pada
keterbukaan informasi tentang fungsi dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka (ArRugby & Tarigan, 2021).
Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi kedua prinsip ini dalam pengelolaan
keuangan publik berkorelasi positif dengan efektivitas program pembangunan dan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (Ferry et al., 2015).

Fenomena yang menarik perhatian adalah masih terdapatnya kesenjangan antara regulasi
dan implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun
Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mendorong transparansi
dan akuntabilitas, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam
penerapannya di tingkat desa, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya
pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan, serta minimnya infrastruktur
teknologi informasi di daerah perdesaan (Furgani & Rosmiaty, 2019). Hal ini menimbulkan
kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana dan inefisiensi dalam pelaksanaan program
pembangunan desa.

Desa Susukan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menawarkan konteks yang
menarik untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sebagai desa
yang terletak di wilayah transisi antara perkotaan dan perdesaan (peri-urban), Desa Susukan
menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan beragam harapan dari
masyarakatnya terkait pembangunan desa (Antlov et al., 2016). Selain itu, berbagai studi kasus

di daerah peri-urban menunjukkan bahwa desa-desa dengan karakteristik tersebut sering
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mengalami tantangan khusus dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang
baik karena tingginya heterogenitas penduduk dan perubahan sosial yang cepat (Olsen, 2017).

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika mempertimbangkan besarnya Dana Desa
yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, total Dana Desa yang dialokasikan
oleh pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 77 triliun untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia,
dengan rata-rata alokasi per desa mencapai lebih dari Rp 1 miliar (Fanani & Munandar, 2023).
Angka yang substansial ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel
untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat (Pellegrini & Tasciotti, 2019).

Kajian literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang
signifikan dalam studi tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Meskipun banyak
penelitian telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Dana Desa secara umum, masih
terbatas studi yang mengeksplorasi secara mendalam tentang faktor-faktor kontekstual yang
mempengaruhi praktik transparansi dan akuntabilitas di level mikro (desa) (Holzhacker et al.,
2016). Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek formal dan
prosedural dari akuntabilitas, seperti pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi,
namun kurang memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang membentuk praktik
akuntabilitas dalam konteks lokal (Ramadhan & Nugroho, 2020; AGP & Palupiningtyas,
2024).

Pendekatan yang dominan dalam studi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa
juga cenderung mengadopsi perspektif top-down yang menekankan kepatuhan terhadap
standar formal, tanpa mempertimbangkan secara memadai dinamika kekuasaan lokal dan
partisipasi masyarakat yang membentuk praktik akuntabilitas di tingkat akar rumput (Steiner,
2017). Hasil studi empiris di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan regulasi dan sistem formal, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual seperti
kepemimpinan lokal, kapasitas masyarakat sipil, dan norma-norma sosial yang berlaku (Kosec
& Wantchekon, 2020).

Studi longitudinal yang dilakukan oleh Lewis et al. (2020) mengungkapkan bahwa
terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas Dana Desa
antar daerah di Indonesia, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor struktural seperti
kapasitas administratif atau besarnya anggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya mengadopsi

pendekatan studi kasus yang mendalam untuk mengungkap kompleksitas dan nuansa dalam
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praktik transparansi dan akuntabilitas di konteks lokal yang spesifik (Hertzberg & Monteiro,
2022).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan
dengan mengeksplorasi secara mendalam implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dengan
mengadopsi pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis tidak hanya aspek formal
dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga faktor-faktor kontekstual seperti
dinamika sosial-politik lokal, kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta
mekanisme informal yang membentuk praktik akuntabilitas di tingkat desa (Srikant &
Samadara, 2018).

Pendekatan ini penting mengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya
persoalan teknis atau administratif, tetapi juga merupakan proses sosial dan politik yang
dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan konteks budaya lokal (Schmitter & Karkkainen, 2016).
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih nuansir
dan kontekstual tentang bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan dalam praktik pengelolaan Dana
Desa (Welch & Sanders, 2019).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Semarang?; Faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi dan menghambat implementasi
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan?; Bagaimana
persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa
Susukan?; Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan?.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memiliki signifikansi tidak hanya secara teoretis
dalam memperkaya pemahaman kita tentang dinamika implementasi prinsip-prinsip good
governance di tingkat lokal, tetapi juga secara praktis dalam mengidentifikasi strategi untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Desa (Wang & Rakner, 2023). Hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas tentang
desentralisasi fiskal dan pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang (Gibson &
Hoffman, 2021).

Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi

kasus tunggal yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks spesifik Desa
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Susukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif dari
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk aparat
pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga
desa biasa (Yin & Zietlow, 2018).

Dengan memadukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen,
penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang
dinamika transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Mohammad &
Zhuang, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan terkini dalam studi tata kelola
pemerintahan yang menekankan pentingnya memahami bagaimana norma-norma formal
berinteraksi dengan praktik informal dan realitas sosial-politik di tingkat lokal (Olken & Pande,
2022).

2. KAJIAN TEORITIS
2.1 Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik,
termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian terkini oleh Rahayu dan Juwono (2019)
menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki korelasi positif dengan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi memungkinkan masyarakat
mengakses informasi tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan pemerintah desa, sehingga
mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa (Ferarow & Suprihanto,
2018).

Implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh Furgani dan Rosmiaty (2019) mengidentifikasi
beberapa hambatan utama, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di desa,
rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan informasi, serta kurangnya kesadaran
masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi publik. Hambatan-hambatan ini
menyebabkan ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berpotensi
mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap penggunaan Dana Desa (Salim et al.,
2017).

Dalam konteks regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang
komprehensif untuk mendorong transparansi pengelolaan Dana Desa, seperti Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai peraturan
turunannya. Namun, Widagdo et al. (2016) menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan

antara regulasi dan implementasinya di tingkat desa. Kesenjangan ini sebagian besar
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disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah, serta

minimnya sanksi bagi desa yang tidak memenuhi standar transparansi yang ditetapkan.

2.2 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa kepada berbagai pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Studi empiris yang
dilakukan oleh Sofyani et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan
dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa antar daerah di Indonesia. Variasi
ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas aparatur desa, kepemimpinan kepala
desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Ramadhan dan Nugroho (2020) membedakan antara akuntabilitas formal dan substansial
dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas formal berfokus pada kepatuhan terhadap
prosedur administratif dan pelaporan keuangan, sementara akuntabilitas substansial berkaitan
dengan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Studi
mereka mengungkapkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia lebih menekankan
akuntabilitas formal daripada akuntabilitas substansial, yang menunjukkan adanya
kesenjangan dalam implementasi akuntabilitas yang komprehensif.

Lewis dan Hendrawan (2021) mengeksplorasi peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebagai institusi perwakilan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.
Temuan mereka menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh BPD sangat bergantung
pada kapasitas anggotanya dalam memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan
desa, serta independensi mereka dari pengaruh kepala desa.

Studi lain oleh Hadiz dan Robison (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan di
tingkat desa. Dominasi elit lokal dan patronase politik seringkali menghalangi implementasi
akuntabilitas yang demokratis dan inklusif. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami
konteks sosial-politik lokal dalam menganalisis praktik akuntabilitas di tingkat desa.

2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam mendorong transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Antlov et al. (2016)
menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa bervariasi

antar daerah di Indonesia, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat,
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keberadaan organisasi masyarakat sipil, dan keterbukaan pemerintah desa terhadap kritik dan
masukan.

Badrudin dan Siregar (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Dana Desa seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang mekanisme
pengelolaan keuangan desa dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Untuk
mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan, seperti pelatihan tentang literasi anggaran
dan audit sosial.

Studi yang dilakukan oleh Wang dan Rakner (2023) mengeksplorasi inovasi dalam
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa, seperti penggunaan
teknologi informasi dan pendekatan audit sosial berbasis komunitas. Temuan mereka
menunjukkan bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat,
tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konteks lokal dan dukungan dari pemerintah

desa dan kabupaten/kota.

2.4 Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan
Pravasanti (2020) menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi desa dapat meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memungkinkan
pemerintah desa untuk mempublikasikan informasi tentang anggaran dan realisasi Dana Desa
secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaannya.

Namun, implementasi teknologi informasi di tingkat desa juga menghadapi berbagai
tantangan. Penelitian oleh Ismail et al. (2016) mengidentifikasi beberapa hambatan utama,
seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur desa, dan kurangnya
dukungan teknis dari pemerintah kabupaten/kota. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi untuk
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Meskipun demikian, studi terbaru oleh Rahman et al. (2023) menunjukkan tren positif
dalam adopsi teknologi informasi oleh pemerintah desa di Indonesia. Semakin banyak desa
yang mulai menggunakan platform digital untuk mempublikasikan informasi tentang anggaran

dan program pembangunan, meskipun tingkat adopsinya masih bervariasi antar daerah.



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan
Kabupaten Semarang

2.5 Kesenjangan Penelitian

Meskipun terdapat berbagai penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Pertama, sebagian besar
penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek formal dan prosedural dari transparansi
dan akuntabilitas, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan keuangan, tetapi kurang
memperhatikan aspek substansial, seperti kualitas partisipasi masyarakat dan responsivitas
pemerintah desa terhadap kebutuhan lokal (Holzhacker et al., 2016).

Kedua, terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam
faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas di
tingkat desa, seperti dinamika politik lokal, relasi kekuasaan, dan norma-norma sosial yang
berlaku (Lewis et al., 2020). Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan
strategi yang kontekstual dan efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, masih terbatas penelitian yang menggunakan pendekatan multi-disiplin dalam
menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, padahal fenomena ini
melibatkan aspek-aspek kebijakan publik, administrasi, sosiologi, dan politik (Olken & Pande,
2022). Pendekatan multi-disiplin diperlukan untuk memahami kompleksitas implementasi
transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi
secara mendalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa
Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dengan mengadopsi pendekatan studi
kasus yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya akan fokus pada aspek formal dan
prosedural, tetapi juga akan menganalisis faktor-faktor kontekstual yang membentuk praktik

transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal di
Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena implementasi transparansi dan
akuntabilitas dalam konteks spesifik (Yin & Zietlow, 2018).

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode (Fusch et al., 2018) yang
meliputi:

a) Wawancara mendalam dengan informan kunci: aparatur desa, anggota BPD, tokoh

masyarakat, dan perwakilan masyarakat umum
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b) Observasi partisipatif terhadap proses pengelolaan Dana Desa, termasuk musyawarah
desa dan pelaksanaan program
c) Analisis dokumen terkait Dana Desa, seperti RKPDesa, APBDesa, dan laporan
pertanggungjawaban
d) Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat untuk menggali persepsi
kolektif
Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2021) dengan
tahapan:
a) Familiarisasi dengan data
b) Pengkodean awal
c) Pencarian tema
d) Peninjauan tema
e) Pendefinisian dan penamaan tema
f) Penulisan laporan
Kerangka analisis diadaptasi dari model evaluasi transparansi dan akuntabilitas yang
dikembangkan oleh Ferry et al. (2015) dan Ramadhan & Nugroho (2020), mencakup tiga
dimensi:
a) Dimensi Prosedural: kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur formal
b) Dimensi Informasional: keterbukaan dan aksesibilitas informasi
c) Dimensi Relasional: dinamika hubungan pemerintah-masyarakat dan partisipasi
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, diterapkan strategi:
a) Triangulasi sumber dan metode
b) Member checking (Nowell et al., 2017)
c) Peer debriefing
d) Thick description (Smith, 2018)

Penelitian menjunjung tinggi prinsip etika (Iphofen & Tolich, 2018) melalui:
a) Informed consent
b) Perlindungan anonimitas dan kerahasiaan
¢) Prinsip non-maleficence

d) Validasi komunitas

Pendekatan metodologis ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman kontekstual

tentang implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat
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berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih
efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Susukan

a. Profil Desa Susukan dan Pengelolaan Dana Desa

Desa Susukan terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
dengan luas wilayah 546 hektar dan jumlah penduduk 5.872 jiwa. Desa ini menerima Dana
Desa sejak tahun 2015 dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi Dana
Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan
pemerintahan desa.

Tabel 1. Perkembangan Persentase Alokasi Dana Desa di Desa Susukan
Tahun 2019-2023

Tahun Infrastruktur (%) Pemberdayaan (%) Pemerintahan (%)

2019 65 25 10
2020 63 27 10
2021 62 28 10
2022 61 29 10
2023 60 30 10

Sumber: APBDesa Susukan 2019-2023
Pola alokasi Dana Desa di Desa Susukan menunjukkan pergeseran bertahap dari fokus
infrastruktur menuju pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Antlov et al.
(2016) yang mengungkapkan bahwa implementasi UU Desa di Indonesia secara bertahap
mengalami pergeseran dari pendekatan pembangunan fisik menuju pemberdayaan masyarakat.
Namun, porsi alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih dominan, yang mencerminkan

prioritas pembangunan desa yang masih berorientasi pada aspek fisik.
b. Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa

di Desa Susukan diukur melalui empat indikator utama sebagaimana direkomendasikan oleh

202 (  Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis — Volume 4 Nomor 3 November 2024



e-ISSN : 2809-6487; p-ISSN : 2809-655X, Hal. 193-216

Kosec & Wantchekon (2020): aksesibilitas informasi, ketepatan waktu publikasi, kejelasan

mekanisme akses, dan variasi media publikasi.

Tabel 2. Implementasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan

Indikator Implementasi Keterangan

Aksesibilitas Cukup baik Informasi tentang Dana Desa tersedia, tetapi
informasi terbatas pada dokumen formal

Ketepatan waktu Kurang baik  Sering terjadi keterlambatan dalam publikasi
publikasi informasi

Kejelasan mekanisme Cukup baik Tersedia SOP akses informasi, tetapi sosialisasi

akses masih kurang
Variasi media Kurang baik  Terbatas pada papan pengumuman dan pertemuan
publikasi desa

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang
mendukung transparansi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah
Desa Susukan telah menyediakan informasi dasar tentang Dana Desa, seperti besaran anggaran
dan alokasi umum, melalui papan pengumuman di kantor desa dan dalam musyawarah desa.
Namun, informasi yang lebih rinci, seperti rincian penggunaan anggaran per item kegiatan dan
progres pelaksanaan, masih sulit diakses oleh masyarakat umum.

Keterbatasan media publikasi juga menjadi kendala dalam implementasi transparansi.
Pemerintah Desa Susukan masih mengandalkan metode konvensional seperti papan
pengumuman dan pertemuan desa, sementara pemanfaatan teknologi informasi masih minimal.
Hal ini sejalan dengan temuan Ferarow & Suprihanto (2018) yang mengungkapkan bahwa
desa-desa di Indonesia umumnya masih mengandalkan metode konvensional dalam publikasi
informasi, yang membatasi jangkauan dan aksesibilitas informasi.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami
kesulitan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pengelolaan Dana Desa.
Temuan ini mengkonfirmasi studi Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa meskipun
ada kemajuan dalam transparansi pengelolaan Dana Desa di Indonesia, masih terdapat

kesenjangan signifikan antara ketersediaan informasi dan aksesibilitasnya bagi masyarakat



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan
Kabupaten Semarang

umum. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat terhadap

penggunaan Dana Desa.

3. Implementasi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan dianalisis
melalui empat indikator utama sebagaimana direkomendasikan oleh Gibson & Hoffman
(2021): kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pertanggungjawaban, responsivitas terhadap
feedback masyarakat, dan efektivitas pengawasan.

Tabel 3. Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan

Indikator Implementasi Keterangan

Kepatuhan terhadap Baik Pemerintah desa mematuhi regulasi formal

regulasi dalam pengelolaan Dana Desa

Mekanisme Cukup baik Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai

pertanggungjawaban ketentuan, namun minimnya sosialisasi kepada
masyarakat

Responsivitas terhadap Kurang baik ~ Mekanisme feedback masih terbatas dan tidak

feedback selalu ditindaklanjuti

Efektivitas pengawasan ~ Kurang baik ~ Pengawasan olenh BPD dan masyarakat belum

optimal

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Susukan memiliki tingkat
kepatuhan yang baik terhadap regulasi formal dalam pengelolaan Dana Desa. Dokumen-
dokumen administratif seperti RKPDesa, APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban dibuat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan temuan
Sofyani et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa implementasi akuntabilitas formal di tingkat
desa di Indonesia umumnya menunjukkan perkembangan positif dalam aspek kepatuhan
terhadap regulasi.

Namun, akuntabilitas substansial masih menghadapi tantangan signifikan. Hasil
wawancara mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah
desa lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif kepada pemerintah kabupaten
daripada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Temuan ini sesuai dengan studi Ramadhan

& Nugroho (2020) yang membedakan antara akuntabilitas formal dan substansial dalam
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pengelolaan Dana Desa, dan menemukan bahwa sebagian besar desa di Indonesia lebih
menekankan akuntabilitas formal daripada akuntabilitas substansial.

Aspek responsivitas terhadap feedback masyarakat juga menunjukkan kelemahan
dalam implementasi akuntabilitas. Mekanisme penyampaian feedback dari masyarakat masih
terbatas dan tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Beberapa keluhan masyarakat
terkait prioritas pembangunan dan kualitas pelaksanaan proyek seringkali tidak mendapatkan
respons yang memadai, yang mengindikasikan rendahnya akuntabilitas sosial dalam
pengelolaan Dana Desa.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi
masyarakat juga belum optimal. Hasil wawancara dengan anggota BPD mengungkapkan
bahwa mereka sering menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik karena
keterbatasan kapasitas maupun ketergantungan politiknya terhadap kepala desa. Temuan ini
memperkuat studi Lewis & Hendrawan (2021) yang mengungkapkan bahwa efektivitas
pengawasan oleh BPD sangat bergantung pada kapasitas anggotanya dalam memahami
regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta independensi mereka dari pengaruh
kepala desa.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas
Berdasarkan analisis, teridentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi
implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan,
yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor pendukung dan penghambat.
Tabel 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Transparansi dan
Akuntabilitas

Faktor Pendukung Faktor Penghambat

Kerangka regulasi yang komprehensif Keterbatasan kapasitas aparatur desa

Dukungan pendamping desa Rendahnya literasi anggaran masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

Komitmen kepemimpinan desa Dinamika politik lokal
Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Kerangka regulasi yang komprehensif, seperti UU Desa, Permendagri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, dan berbagai peraturan turunannya, memberikan landasan yang
kuat untuk implementasi transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan pendamping desa juga

berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana
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Desa. Hal ini sejalan dengan temuan Wang & Rakner (2023) yang mengungkapkan bahwa
kerangka regulasi dan pendampingan teknis menjadi faktor kunci dalam mendorong tata kelola
yang baik dalam program Dana Desa di Indonesia.

Namun, beberapa faktor penghambat utama juga teridentifikasi. Keterbatasan kapasitas
aparatur desa, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan administrasi keuangan,
menjadi kendala signifikan. Sebagian besar aparatur desa tidak memiliki latar belakang
pendidikan yang relevan dengan pengelolaan keuangan, sehingga mengalami kesulitan dalam
memenuhi standar administrasi yang ditetapkan. Hal ini dikonfirmasi oleh studi Furgani &
Rosmiaty (2019) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi salah
satu hambatan utama dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana
Desa di Indonesia.

Rendahnya literasi anggaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Sebagian
besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme pengelolaan
keuangan desa, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif.
Temuan ini sesuai dengan studi Badrudin & Siregar (2020) yang mengungkapkan bahwa
rendahnya literasi anggaran masyarakat menjadi kendala dalam partisipasi pengawasan Dana
Desa di Indonesia.

Faktor lain yang signifikan adalah dinamika politik lokal. Relasi kekuasaan dan
patronase politik di tingkat desa seringkali mempengaruhi implementasi transparansi dan
akuntabilitas. Kepala desa dengan jaringan patronase yang kuat cenderung memiliki kontrol
yang lebih besar atas proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, yang berpotensi
mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memperkuat temuan Hadiz & Robison
(2022) tentang pengaruh elit lokal dan patronase politik terhadap implementasi akuntabilitas
yang demokratis dan inklusif di tingkat desa.

5. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan. Secara umum, terdapat
kesenjangan antara harapan masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam pengelolaan Dana

Desa dan realitas praktik di lapangan.

206 [  Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis — Volume 4 Nomor 3 November 2024



e-ISSN : 2809-6487; p-ISSN : 2809-655X, Hal. 193-216

Tabel 5. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

Aspek Temuan Utama

Pengetahuan tentang Mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan Dana Desa, tetapi

Dana Desa minim pemahaman tentang mekanisme pengelolaan

Persepsi tentang Sebagian besar masyarakat merasa informasi tentang Dana Desa
transparansi masih kurang transparan

Persepsi tentang Mayoritas masyarakat merasa pemerintah desa belum
akuntabilitas sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat

Tingkat partisipasi dalam Partisipasi terbatas pada elite desa dan tokoh masyarakat

perencanaan

Tingkat partisipasi dalam Rendah, sebagian besar masyarakat bersikap pasif
pengawasan
Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Mayoritas masyarakat Desa Susukan mengetahui keberadaan Dana Desa, tetapi
pemahaman mereka tentang mekanisme pengelolaannya masih minim. Hanya 30% responden
yang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban Dana Desa. Hal ini mengkonfirmasi studi Antlov et al. (2016) yang
menemukan bahwa meskipun Dana Desa telah diimplementasikan selama beberapa tahun,
pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaannya masih terbatas.

Persepsi masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
cenderung negatif. Sebagian besar responden merasa informasi tentang Dana Desa masih
kurang transparan dan pemerintah desa belum sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat.
Namun, persepsi ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap manfaat
Dana Desa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan Dana Desa juga
masih rendah. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk perencanaan Dana Desa umumnya
terbatas pada elite desa dan tokoh masyarakat, sementara masyarakat umum cenderung tidak
terlibat. Dalam hal pengawasan, sebagian besar masyarakat bersikap pasif dan hanya menjadi
penerima informasi, bukan pengawas aktif dalam pengelolaan Dana Desa.

Temuan ini sesuai dengan studi Kosec & Wantchekon (2020) yang mengungkapkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pembangunan di pedesaan

seringkali terhambat oleh asimetri informasi, keterbatasan kapasitas, dan dinamika kekuasaan



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Susukan Kecamatan Susukan
Kabupaten Semarang

lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam melakukan pengawasan, seperti pelatihan literasi anggaran dan penguatan

organisasi masyarakat sipil.

6. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian, dirumuskan beberapa strategi untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan:

Tabel 6. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dimensi Strategi
Regulasi dan 1. Penyempurnaan regulasi desa tentang transparansi informasi<br>2.
Kebijakan Pengembangan SOP akses informasi yang jelas dan mudah

diimplementasikan

Kapasitas 1. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan<br>2.
Kelembagaan Penguatan peran BPD dalam pengawasan<br>3. Optimalisasi peran
pendamping desa

Teknologi 1. Pengembangan sistem informasi desa<br>2. Pemanfaatan media
Informasi sosial untuk publikasi informasi

Partisipasi 1. Peningkatan literasi anggaran masyarakat<br>2. Pengembangan
Masyarakat mekanisme feedback yang responsif<br>3. Penguatan peran organisasi

masyarakat sipil
Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Strategi pertama berfokus pada penyempurnaan regulasi dan kebijakan di tingkat desa.
Desa Susukan perlu mengembangkan peraturan desa yang lebih komprehensif tentang
transparansi informasi, termasuk jenis informasi yang harus dipublikasikan, mekanisme akses,
dan sanksi bagi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Salim et al. (2017) tentang
pentingnya regulasi di tingkat desa untuk mendorong implementasi transparansi dan
akuntabilitas.

Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi kedua, yang mencakup
peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran BPD, dan optimalisasi pendampingan.
Pelatihan bagi aparatur desa tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan,

tetapi juga pada pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini sesuai dengan
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rekomendasi Sofyani et al. (2018) tentang pentingnya pengembangan kapasitas dalam
mendorong akuntabilitas di tingkat desa.

Strategi ketiga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sistem informasi desa dan pemanfaatan media
sosial dapat meningkatkan aksesibilitas informasi tentang Dana Desa bagi masyarakat. Pratiwi
& Pravasanti (2020) mengungkapkan bahwa adopsi teknologi informasi dapat meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Strategi keempat berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Dana Desa. Peningkatan literasi anggaran masyarakat, pengembangan mekanisme feedback
yang responsif, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil menjadi komponen penting
dalam strategi ini. Sebagaimana diungkapkan olen Wang & Rakner (2023), partisipasi
masyarakat yang efektif memerlukan tidak hanya akses terhadap informasi, tetapi juga
kapasitas untuk menganalisis informasi tersebut dan mekanisme untuk menyampaikan
feedback kepada pembuat kebijakan.

Implementasi strategi-strategi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika sosial-politik di Desa
Susukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Olken & Pande (2022), intervensi untuk
meningkatkan tata kelola di tingkat lokal perlu disesuaikan dengan konteks spesifik dan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutannya.

4.2 Perbandingan Dengan State Of The Art
Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan
memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa di
Indonesia. Berikut perbandingan temuan penelitian ini dengan state-of-the-art dalam kajian
terkait:
Tabel 7. Perbandingan dengan State-of-the-Art
Aspek State-of-the-Art Penelitian Ini

Fokus Analisis Mayoritas penelitian terdahulu Menganalisis aspek formal dan
berfokus pada aspek formal dan substansial dari transparansi dan
prosedural dari transparansi dan akuntabilitas secara komprehensif
akuntabilitas (Ramadhan &

Nugroho, 2020)
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Pendekatan Dominasi pendekatan kuantitatif Menggunakan pendekatan kualitatif

Metodologis  dengan survei terstruktur (Sofyani dengan studi kasus mendalam untuk
et al., 2018) mengungkap nuansa implementasi di

tingkat desa

Perspektif Cenderung mengadopsi perspektif Menggabungkan perspektif top-

Analisis top-down  yang  menekankan down dan bottom-up dengan
kepatuhan terhadap regulasi (Lewis memperhatikan dinamika lokal dan
et al., 2020) partisipasi masyarakat

Konteks Fokus pada desa-desa agraris atau Mengeksplorasi konteks desa peri-
desa tradisional (Antlov et al.,, urban dengan dinamika sosial-
2016) ekonomi yang kompleks

Dimensi Sebagian besar penelitian Mengintegrasikan dimensi

Analisis menganalisis dimensi tunggal, baik transparansi, akuntabilitas, dan
transparansi  atau  akuntabilitas partisipasi dalam satu kerangka

(Ferarow & Suprihanto, 2018) analisis

Sumber: Disusun dari berbagai literatur, 2024

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang mayoritas berfokus pada aspek formal
dan prosedural dari transparansi dan akuntabilitas (Ramadhan & Nugroho, 2020), penelitian
ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan memperhatikan tidak hanya aspek
formal tetapi juga aspek substansial dari transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga
mengungkap kompleksitas implementasi di konteks lokal yang spesifik, sebuah aspek yang
sering diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat makro dan
generalis (Hadiz & Robison, 2022).

Dari segi metodologis, penelitian ini berbeda dari mayoritas studi sebelumnya yang
didominasi oleh pendekatan kuantitatif dengan survei terstruktur (Sofyani et al., 2018). Dengan
mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kasus mendalam, penelitian ini mampu
mengungkap nuansa dan kompleksitas dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas yang
sulit ditangkap melalui pendekatan kuantitatif.

Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan perspektif top-down dan bottom-up
dalam analisisnya, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengadopsi perspektif
top-down yang menekankan kepatuhan terhadap regulasi (Lewis et al., 2020). Dengan

memperhatikan dinamika lokal dan partisipasi masyarakat, penelitian ini memberikan
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pemahaman yang lebih kontekstual tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas
diinterpretasikan dan diimplementasikan di tingkat desa.

Konteks penelitian ini juga memberikan kebaruan, karena mayoritas penelitian
terdahulu berfokus pada desa-desa agraris atau desa tradisional (Antlov et al., 2016). Dengan
mengeksplorasi konteks desa peri-urban dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks,
penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola pemerintahan desa di
Indonesia.

Dimensi analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih komprehensif
dibandingkan penelitian terdahulu yang sebagian besar menganalisis dimensi tunggal, baik
transparansi atau akuntabilitas secara terpisah (Ferarow & Suprihanto, 2018). Dengan
mengintegrasikan dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka
analisis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tata kelola
pemerintahan desa.

Kontribusi penting lainnya adalah identifikasi faktor-faktor kontekstual yang
mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas, seperti dinamika politik lokal dan
relasi kekuasaan di tingkat desa, yang sering diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya
yang lebih berfokus pada faktor-faktor struktural dan institusional (Wang & Rakner, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengkaji implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Susukan masih menghadapi berbagai tantangan,
meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif. Dari aspek transparansi, aksesibilitas
informasi dan kejelasan mekanisme akses sudah cukup baik, namun ketepatan waktu publikasi
dan variasi media publikasi masih kurang optimal. Dari aspek akuntabilitas, kepatuhan
terhadap regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban sudah cukup baik, namun responsivitas
terhadap feedback masyarakat dan efektivitas pengawasan masih kurang optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi transparansi dan akuntabilitas dapat
dibagi menjadi faktor pendukung (kerangka regulasi yang komprehensif, dukungan
pendamping desa, peningkatan kesadaran masyarakat, dan komitmen kepemimpinan desa) dan
faktor penghambat (keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya literasi anggaran

masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan dinamika politik lokal).
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Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa juga masih rendah, yang disebabkan oleh
minimnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa dan kurangnya mekanisme
partisipasi yang efektif.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya strategi komprehensif untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meliputi penyempurnaan regulasi dan kebijakan,
peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan
partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya
literatur tata kelola pemerintahan desa dengan mengintegrasikan dimensi transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu kerangka analisis, serta mengeksplorasi faktor-faktor
kontekstual yang seringkali diabaikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan,
mengingat pendekatan studi kasus tunggal yang digunakan. Untuk itu, penelitian lanjutan
dengan cakupan yang lebih luas dan komparatif diperlukan untuk memvalidasi temuan dan
mengembangkan model tata kelola pemerintahan desa yang lebih komprehensif dan

kontekstual.
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